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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.  

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 
berlaku terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk 
keperluan penyediaan informasi aktual;  

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah 
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan 
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, 
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.  

Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan buku yang berjudul “Kewenangan Kejaksaan 
Meletakkan Sita Pidana Perampasan Aset Pidana Korupsi”. 

Pengungkapan tindak pidana korupsi dalam hal ini 
perampasan aset lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana 
uang haram (follow the money) atau transaksi keuangan. 
Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan 
dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui perampasan pidana, 
perampasan administrasi, dan perampasan perdata. Ketiga cara 
tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi agar 
pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menikmati hasil 
kejahatannya sekaligus menimbulkan efek jera. Sudah menjadi 
hal yang lumrah ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak 
dikenakan perampasan aset hasil korupsi, pelaku korupsi setelah 
bebas dari lembaga pemasyarakatan masih tetap dapat 
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memberikan pengaruh dalam lingkungannya dikarenakan masih 
memiliki materi yang cukup oleh karenanya perampasan aset 
hasil korupsi sangat penting untuk memiskinkan pelaku korupsi 
agar seluruh hartanya dapat disita dan dirampas oleh negara untuk 
menutupi kerugian keuangan negara. 

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan 
bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga 
menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan 
waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini 
dapat selesai lebih cepat. 

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, 
penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta 
terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa 
mendatang. 
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